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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Humaniter” telah
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum
Humaniter.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebaga
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Januari, 2022
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BAB 1

GAMBARAN UMUM HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter
internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang
sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan
perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah
suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah
yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.
Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan
bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan
umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan
pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang
mengatur perang antara bangsa-bangsa. Selanjutnya Mochtar
Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila
perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum
yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum
perang.

Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan
dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia.
Perkembangan modern dari hukum humaniter, baru dimulai pada abad
ke-19. Sejak saat itu, negara-negara setuju untuk menyusun aturan-
aturan praktis, yang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pahit atas
peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan
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BAB 2

KONVENSI-KONVENSI DALAM
HUKUM HUMANITER

A. PENDAHULUAN

(Gambar Napoleon Ill di Pertempuran Solferino oleh Jean-Louis-Ernest
Meissonier. Minyak pada kanvas, 1863.)

Konvensi-konvensi dalam Hukum Humaniter memberikan pengaruh
besar dalam hubungan Internasional suatu Negara baik secara bilateral
maupun multilateralnya. Kehadiran konvensi internasional terkait hukum
humaniter memiliki tujuan yang mulia yakni sebagai ajang pertemuan
yang membahas perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan
kemanusiaan selama peperangan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam
peperangan terbukti sangat dibutuhkan untuk mengurangi kekejaman-
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BAB 3

KAMPANYE KEMANUSIAAN
TENTANG HAM DAN PERANG

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin global membuat tragedi
kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah dalam negeri
masing-masing negara. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh manusia atau
bencana alam, ini sudah menunjukkan pentingnya solidaritas global dalam
rangka menyelesaikan masalah kemanusiaan. Oleh sebab itu, diplomasi
kemanusiaan semakin menjadi bagian penting dari agenda diplomasi
internasional (Agung, 2013: 10).

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah
satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang
berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 UUD
1945 :"Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi Manusia
adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak
ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa
yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat
dan martabat manusia.

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan
bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu
perang yang membawa kesengsaraan baik semua pihak maupun
memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Keadaan
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BAB 4

KONSEP PERANG DALAM HUKUM
HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum perang memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban
manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Pada umumnya
aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku,
moral dan agama. Aturan-aturan ini antara lain terdapat dalam ajaran
agama Budha Konfusius, Yahudi, Kristen dan islam. Bahkan pada masa
3000 — 1500 ketentuan-ketentuan ini sudah ada pada bangsa Sumeria
Babilonia dan Mesir Kuno. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal
dengan konsep perang yang adil (just war). Pada zaman dahulu hukum
Humaniter Internasional disebut hukum perang atau hukum sengketa
bersenjata

Menurut Jean Jacques Rosseau pada abad ke 18 dalam buku yang
berjudul the social contral mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan
pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi hukum
Humaniter Internasional. Pada abad ke 19 landasan moral ini dibangun
oleh Henry Dunant, yang merupakan initiator organisasi Palang merah,
yang kemudian berhasil menyusun Konvensi Jenewa | tahun 1864.

Konvensi Jenewa 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan Keadaan
Tentara yang luka di medan perang darat, merupakan Konvensi yang
menjadi perintis Konvensi-Konvensi Jenewa berikutnya yang mengatur
tentang Perlindungan Korban perang. Pada masa-masa berikutnya
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BAB 5

ETIKA DAN KONSEP PERANG
YANG SAH

A. ETIKA DAN PERANG: HARUSKAH PERANG BERETIKA?

Etika merupakan bagian dari filsafat yang termasuk kategori aksiologi.
Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan
atau kehendak baik yang bersifat tetap. Etika dapat juga bermakna
pemikiran tentang kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap atau cara berpikir.
Istilah etika pertama kali digunakan dalam filsafat oleh Aristoteles (384-
322 SM) untuk menjelaskan filsafat moral. Dengan demikian etika dalam
hal ini diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. Pada
perkembangannya etika seringkali diartikan sebagai cabang ilmu yang
mempertimbangkan perbuatan baik atau buruk.

Adapun perang ialah salah satu jenis tindakan fisik dan non fisik antara
dua kelompok (atau lebih) manusia yang biasanya bertujuan untuk
melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang dalam arti
sempit sering diartikan sebagai kondisi permusuhan dengan menggunakan
kekerasan. Perang dalam makna tradisional sering dimaknai sebagai
pertikaian bersenjata, sedangkan di era modern perang lebih mengarah
pada superioritas teknologi dan industri. Sepanjang sejarah manusia,
perang merupakan kejadian yang tidak menyenangkan, karena pasti akan
memakan korban namun di sisi lain perang merupakan peristiwa yang
tidak dapat dihindari. Hati nurani manusia berpandangan bahwa melukai
orang atau bahkan sampai membunuh adalah sesuatu yang tidak dapat
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BAB 6

PENGEKANGAN DAN
PELANGGARAN KEMANUSIAAN
PADA PERANG DI ERA MODERN

A. PENDAHULUAN

Menguatnya isu Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), dewasa
ini tidak terlepas dari perjuangan panjang untuk menegakkan HAM itu
sendiri. Perjuangan dan pergerakan HAM telah menjadi agenda yang
bersifat masif dan universal. Gaungnya HAM tidak dapat lagi disekat dan
dibelenggu dengan yang namanya ” kedaulatan Negara’ . Sekalipun
memang harus diakui , bahwa pada Negara-negara tertentu, masih terasa
kuat prinsip ‘kedaulatan Negara” dipegang sehingga penegakan HAM
masih terkendala dengan soal yang satu ini.

Secara umum kebaradaan instrument hukum HAM melalui
ketersediaan konvensi HAM internasional dengan sarana-sarana
pendukungnya baik pada level internasional dan nasional telah menjadi
salah satu alat ukur masalah HAM menjadi perhatian dan keseriusan
masyarakat dunia. Kendati demikian persoalan HAM dengan berbagai
aspek pemicunya sampai dengan saat ini terus bermunculan dan seolah
memberi kesan tak pernah tuntas masalah HAM tersebut. Memang
disadari bahwa membahas mengenai HAM sama dengan menelusuri
keberadaan manusia di muka bumi. Hal ini berelevansi kuat dengan
eksistensi manusia dengan Segala hak-hak yang melekat dalam
integritasnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang membawa hak-haknya
secara kodrati.
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BAB 7

KEDUDUKAN DAN PERAN KOMITE
INTERNASIONAL PALANG MERAH

A. PENDAHULUAN

Jika ingin memahami secara utuh tentang kedudukan, tugas,
fungsi/mandat, dan peran Komite Internasional Palang Merah atau ICRC
(International Committee of the Red Cross), berarti kita juga harus
mengenali keberadaan lembaga internasional itu secara utuh, mulai dari
cikal bakal pendiriannya hingga mempelajari kegiatan-kegiatannya saat ini.
Dengan demikian kita akan betul-betul memahami bagaimana sebetulnya
kedudukan dan peran ICRC dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)
dengan negara-negara lain terutama dalam kaitannya sebagai penjaga dan
pengawal HHI.

Selain itu, membahas keberadaan ICRC pun tidak terlepas dari
kaitannya dengan keberadaan Gerakan Internasional Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah (The International Red Cross and Red Crescent
Movement). Mengapa demikian? Karena pendirian ICRC menjadi titik awal
didirikannya organisasi palang merah di seluruh dunia. Dengan kata lain,
setelah ICRC berdiri, maka negara-negara lain di dunia turut serta
mendirikan organisasi palang merah nasionalnya.

Hingga saat ini Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah atau IFRC (The International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies) mencatat ada 192 negara yang menjadi anggota,
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BAB 8

MELINDUNGI ANAK DARI
KONFLIK BERSENJATA

A. PENDAHULUAN

Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi
anugerah bagi kita semua sehingga anak harus memperoleh penjagaan,
perawatan, serta perlindungan dari berbagai pihak. Seorang anak menjadi
sebuah penerus keluarga, bangsa, dan agama. Setiap anak dengan
demikian secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak—hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun dan dimanapun ia
berada.

Perlindungan yang diberikan kepada anak merupakan suatu hasil
interaksi dan interelasi antara fenomena vyang ada dan saling
mempengaruhi (Gosita,1989).Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kita
ingin mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau yang buruk,
tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana
yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya
perlindungan anak.. Misalnya saja di Indonesia, perlindungan terhadap
kesejahteraan anak dapat terlihat secara tidak langsung dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1974 disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 1974 tersebut mengatur tentang kesejahteraan bagi semua warga
negara Indonesia, termasuk kesejahteraan anak.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua wilayah dalam kondisi
merdeka dan aman sentosa. Masih terdapat wilayah yang masih
mengalami konflik bersenjata, sehingga perlindungan terhadap anak tentu
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BAB 9

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap individu merupakan suatu prioritas dalam
hukum internasional, dimana Hak Asasi Manusia merupakan salah satu
standar yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional dan
dicantumkan dalam undang-undang nasional terkait hak-hak secara
prinsipil yang dapat diterapkan baik pada masa perang maupun damai.
Disisi lain hukum humaniter, khususnya keempat konvensi Palang Merah
jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, vyang
mendefinisikan standar-standar minimum untuk konflik-konflik bersenjata
internasional maupun non- internasional untuk melindungi para
combatant (khususnya saat mereka terluka atau ditahan sebagai tawanan
perang), serta rakyat sipil yang terkena dampak konflik-konflik bersenjata.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun HAM terus berlaku
valid secara formal pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata,
cara perlindungan yang sesungguhnya melalui badan-badan HAM nasional
dan internasional masih terbatas. Walau demikian, Komite Palang Merah
Internasional, dengan peran kemanusiaannya masih memiliki akses ke
kamp-kamp tawanan perang dengan cara yang lebih efisien untuk
melindungi para tawanan perang dari penahanan sewenang-wenang,
penyiksaan atau perlakuan yang kejam dibandingkan dengan lembaga
pengadilan dari negara yang diduduki, Pengadilan HAM Eropa atau Inter-
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BAB 10

PERKEMBANGAN
PENGHORMATAN DAN
PELINDUNGAN MARTABAT
MANUSIA DALAM HUKUM HAM

A. PENDAHULUAN

Gagasan mengenai penghormatan dan pelindungan martabat manusia
pada situasi darurat, termasuk khususnya saat konflik bersenjata,
merupakan salah satu gagasan yang cukup tua. Gagasan tersebut
berkembang sejak ribuan tahun lalu sejak berbagai peradaban kuno yang
ada di dunia. Seiring berjalannya waktu, gagasan tersebut pun
terformulasikan di dalam berbagai rezim hukum internasional yang terkait.
Secara spesifik, rezim Hukum Humaniter dan rezim Hukum Hak Asasi
Manusia merupakan dua rezim hukum internasional yang banyak
merangkum gagasan tersebut ke dalam berbagai instrumen hukum di
dalam masing-masing rezim. Namun demikian, hal ini tidak banyak
diketahui oleh banyak pihak yang justru menganggap bahwa gagasan di
atas merupakan sebuah “temuan modern” oleh beberapa negara saja,
utama nya selepas Perang Dunia Il. Menariknya, tidak hanya bahwa
gagasan ini bukan barang baru, hakikat dari konsep pelindungan martabat
manusia ini juga sangatlah universal dan mungkin sekali dapat ditemukan
di berbagai adat dan budaya di dunia. Artikel ini memiliki dua bagian
utama permasalahan, yaitu; Pertama, artikel ini akan mengulas secara
singkat mengenai bagaimana perkembangan penghormatan dan
pelindungan martabat manusia pada situasi darurat dalam hukum
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A. PENGERTIAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Kejahatan dalam perang dunia oleh manusia telah banyak
menimbulkan kerusakan di bumi. Perang dunia | sebagai ulah manusia
telah menelan korban lebih 40 juta jiwa, sedangkan perang dunia kedua
mencapai 60 juta jiwa. Pada peristiwa kekejaman seperti ini banyak sekali
pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak tersentuh oleh hukum.
Mengadili orang yang terlibat kejahatan di dunia internasional memanglah
tidak mudah sebab kebanyakan dari mereka akan berkelit pada legitimasi
kedudukannya di negaranya. Selain itu pengadilan yang ada hanya bersifat
sementara (dibubarkan setelah mengadili) menyebabkan proses mengadili
pelaku kejahatan internasional menjadi jauh lebih sulit. Berdasarkan
pengalaman peperangan, sehingga masyarakat internasional melalui PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) bersepakat untu mendirikan sebuah tempat
untuk mengadili kejahatan seperti agresi, genosida, diskriminasi ras,
pembajakan, mafia narkoba internasional dan kejahatan lain yang
melibatkan lingkungan internasional (Sari, 2015).

Keberadaan hukum pidana internasional menunjukan sebuah asas-
asas yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam menjaga
perdamaian dunia. Hal ini juga menunjukan adanya keberadaan
mahkamah pidana internasional dengan tata cara tersendiri. Mahkamah
Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) merupakan
pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan



DAFTAR PUSTAKA

Juwara, Hikmahanto.1999.Mahkamah Pldana Internasional Juwara.
(n.d.).Jurnal Hukum No 11.Vol 6

Mulyadi, L. 2017. Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan
Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak
Pidana Korupsi.

Romli Atmasasmita 2003.Pengantar Hukum Pidana Internasional,
Penerbit Refika Aditama, Bandung,

Sari, 1. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana
Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam
Penegakan Hukum Pidana International (Vol. 06, Issue 1).

Simon. 2009. MENGENAL ICC Mahkamah Pidana International Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. Seri Buku

Saku
Wilda, Asmarini, CNBC Indonesia. 2021. Simak ini total korban jiwa dan
kerusakan perang-gaza

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210522063322-4-
247514/simak-ini-total-korban-jiwa-dan-kerusakan-perang-gaza
diakses tangal 22 Desember 2021



https://www.cnbcindonesia.com/news/20210522063322-4-247514/simak-ini-total-korban-jiwa-dan-kerusakan-perang-gaza
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210522063322-4-247514/simak-ini-total-korban-jiwa-dan-kerusakan-perang-gaza

PROFIL PENULIS




Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL

Penulis lahir di Tunjang (Lombok tengah), 27 Juli 1987.
Merupakan putra kedua dari dua bersaudara, terlahir
dari pasangan H. Misbahul Khair dan Hj. Hannanil
Alawiyah. Pendidikan dasar di tempuh di kampung
halaman (Lombok tengah), sedangkan untuk pendidikan
tingkat menengah pertama (MTs) dan menengah atas
(MA) di selesaikan di PPKh KMMI Dakwah Islamiyah
Putra (Pondok Pesantren) Nurul Hakim, Kediri, Lombok
barat. Kemudian Menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Mataram,
Program Studi Biologi FMIPA. dan Menyelesaikan Pendidikan Magister di
Universitas Airlangga, Surabaya. Program Studi Kesehatan Lingkungan.
Memulai karir sebagai Dosen sejak Desember 2014 sampai sekarang di
Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram. Selain menjalankan
proses Tridharma Perguruan Tinggi, saat ini banyak terlibat juga sebagai
konsultan lingkungan dan sebagai penulis buku serta editor beberapa
buku dan karya ilmiah. bidang fokus kajian yang ditekuni adalah bidang
ilmu lingkungan, kesehatan lingkungan dan teknik lingkungan. saat ini
tinggal di Labuapi, Lombok barat. NTB. Email : ahmad.ruhardikl@sttl-
mataram.ac.id

Ida Bagus Anggapurana Pidada, S.H., M.H

Penulis lahir di Denpasar, 18 Pebruari 1992. Pria asal
Karangasem ini menamatkan pendidikan terakhir
Magister Hukum, dengan predikat Cumlaude (Dengan
Pujian) . Penulis kini tengah menyelesaikan S3 Program
Doktor IlImu Hukum di Universitas Udayana. Penulis
adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas
Mahendradatta dan Ketua LKBH Mahendradatta.
Penulis yang juga menjadi praktisi hukum(advokat) ini
aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan berprestasi diberbagai bidang
baik di bidang hukum, politikk, budaya maupun sosial kemasyarakatan.
Prestasinya ini pula yang mengantarkannya mendapatkan beasiswa
pertukaran pelajar saat menempuh pendidikan S1 di Temple University,
Philadelphia,Pennsilvania, United State of America (U.S.A) . Penulis juga



mailto:ahmad.ruhardikl@sttl-mataram.ac.id
mailto:ahmad.ruhardikl@sttl-mataram.ac.id

aktif dalam berbagai kegiatan sosial pengabdian masyarakat dan gemar
menulis jurnal dan karya tulis lainnya. Besar harapan penulis untuk
menorehkan karya-karya untuk dapat diwariskan kepada generasi penerus
untuk kemajuan bangsa Indonesia sehingga meningkatkan daya saing
global di dunia Internasional.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Penulis Lahir di Bandung Tahun 1968, menamatkan
Sekolah Dasar di SD Letjen Soeprapto Panca Arga
Magelang pada tahun1977, lalu melanjutkan ke SMPN |
Palopo Kab. Luwu dan lulus pada tahun 1983,
kemudian melanjutkan ke SMAN | Pinrang dan lulus
pada tahun 1986, setelah menjalani pendidikan di
Fakultas Hukum UKIP Makassar, kemudian penulis
melanjutkan pendidikan S2 di UNHAS Makassar. Pada
Tahun 2003 penulis mengajar di Prodi llmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Flores Ende sampai sekarang. Selain mengajar penulis juga
aktif menulis di surat kabar daerah dalam bentuk Opini, menulis artikel di
jurnal yang terakreditasi sinta dan , aktif juga menulis Book Chapter di
berbagai penertbit. Pendidikan dan Pelatihan Profesional yang di ikuti
adalah Pendidikan dan Pelatihan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (sebagai
anggota APPHI).

Dr. Lucia Charlota Octovina, S.H., M.H

Penulis lahir di Ambon, 11 November 1969. Lulus S1 di
Program Stdi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pattimura Tahun 1993, kemudian menyelesaikan S2
ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Unversitas
Pattimura pada tahun 2010, menempuh program
Doktor pada fakultas hukum Universitas hasanuddin
Makassar dan menyelesaikan pada tahun 2019. Saat ini
penulis merupakan dosen PNS pada fakultas Hukum
Universitas Pattimura dan sementara ini mengemban tangung jawab
sebagai sekretaris bagian Hukum Internasional periode 2020-2024.




Aden Sutiapermana, S.Pd., M.Ud

Aden Sutiapermana dilahirkan di kota Serang Provinsi
Banten pada 8 Desember 1987. Menyelesaikan
pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Sejarah
Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Magister IImu
Agama Islam dengan konsentrasi Fllsafat Islam pada
program kembaran antara Islamic College for Advanced
Studies (ICAS) dan Universitas Paramadina, dan kini
sedang menyelesaikan S3 pada program studi
Pendidikan Umum dan Karakter Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah
menjadi dosen pada Institut Agama Islam Banten dan pengajar Sejarah
dan Sosiologi pada BKB Nurul Fikri.

Dr. J.A.Y.wattimena, S.H., LLM

¥ Penulis lahir di Ambon, 8 Oktober 1965, lulus S1 di
= program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pattimura tahun 1992, menyelesaikan S2 Pada Fakultas
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gajah
Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2008. Menempuh
dan menyelesaikan program doctoral pada Fakultas
Hukum Univerisitas Hasanuddin Makasar, pada tahun
2014. Selain sebagai dosen, penulis juga merupakan
Ketua Bagian pada Bagian Hukum Internasional periode 2020-2024.
Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Pattimura (mewakili bagian
Hukum Internasional). Selain itu menjadi editor ahli pada beberapa
seperti jurnal Aiwadhu, jurnal Balobe, redaktur pada jurnal PAMALI pada
Program Magister llImu Hukum Pascasarjana Unpatti, dan juga sebagai
editor ahli pada jurnal Tatohi dan jurnal bacarita. Sering diundang untuk
menjadi narasumber baik oleh Kementerian dan Lembaga, serta juga
terlibat mengikuti kursus, pelatihan yang diselenggarakan oleh ICRC dan
SLEEI. Aktif juga melakukan penelitian terkait berbagai isu hukum.




Fitriana Sidikah Rachman, S.Sos., M,Si

Penulis bernama lengkap Fitriana Sidikah Rachman, S.
Sos., M.Si. Penulis adalah lulusan Kajian lImu Kepolisian
Universitas Indonesia. Saat ini mengajar di D3
Kepolisian Universitas Langlangbuana, Bandung. Aktif
sebagai diseminator Hukum Humaniter di Palang
Merah Indonesia dan pernah menjadi Kasubdiv
Diseminasi Hukum Humaniter di Markas Pusat Palang
Merah Indonesia (2009-2014), Jakarta.

Miftah Idris, S.Hi., M.H

Penulis bernama Miftah Idris, S.Hi., M.H lahir di Palopo,
13 Mei 1986. Penulis menyelesaikan studi sekolah
dasar di SD 234 Temmalebba Palopo, kemudian MTs
dan MA di Ponpes Modern IMMIM Makassar,
selanjutnya, sarjana di jurusanal-Ahwal al-Syakhsiyyah
(S.H.I) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2004-
2008. Kemudian menyelesaikan studi Pascasarjana
Magister Ilmu Hukum (M.H.) di Universitas Muslim
Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 2008-2010.Penulis berprofesi
sebagai Dosen dan Lawyer aktif. Selain itu sebagai konsultan hukum dan
penulis buku serta bebera jurnal di bidang ilmu hukum. Email:
miftahidris86@gmail.com

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum
Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2002 dan
saat ini sementara menyelesaikan pendidikan S3 Iimu
Hukum di Universitas Pattimura. Lahir di Ambon pada
22 Januari 1970. Menikah dengan Agusthinus Saija,
SE., dan di karuniai seorang anak perempuan, Lidia
Agnes Putri Saija.



mailto:miftahidris86@gmail.com

Dr. Arief Fahmi Lubis, S.E., S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1973.
Penulis menamatkan pendidikan di Akademi Militer
tahun 1996. Pada tahun 2006 menamatkan
pendidikan S1 Ekonomi di STIE Gotong Royong,
Jakarta dan menamatkan pendidikan S2 Hukum
Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 2008. Dan
Penulis yang saat ini menyandang pangkat Kolonel
pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan S1
Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) TNI AD dan pada
Tahun 2017 menyelesaiakan pendidikan S3 Hukum di Universitas Jayabaya,
Jakarta. Penulis pernah bertugas sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Militer di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kepala Odiiturat Militer (Jaksa
Militer) di Balikpapan, Kalimantan Timur dan saat ini bertugas di sehari
hari sebagai Kepala Hukum Kodam XVIII Kasuari yang berkedudukan di
kota Manowari, Papua Barat, juga sedang menyusun tesis S2 Prodi Strategi
Pertahanan Darat di Universitas Pertahanan. Penulis menekuni dan
mengajar sebagai Dosen Tetap di STHM TNI AD pada bidang studi
Antropologi Budaya. Dalam menekuni profesi sebagai dosen, telah
menerbitkan beberapa buku dan tulisan pada beberapa jurnal dan majalah
terutama secara rutin menulis di majalah internal TNI, antara lain Majalah
Advokasi dan Majalah Patriot dari Mabes TNI serta Majalah Wira dari
Kemhan RI. Sebagai Kepala Hukum Kodam XVIII Kasuari di Manokwari
Provinsi Papua Barat, penulis sering berinteraksi dengan masyarakat di
wilayah Provinsi Papua Barat dengan memberikan penyuluhan hukum,
sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan akademis di berbagai
kesempatan baik formal maun pun formal. Email penulis
arieffahmilubisO@gmail.com




Anggl Khairina Hanum Hasibuan, M.Si

Nama penulis Anggi Khairina Hanum Hasibuan M.Si.
Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang
lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis
berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis
memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari
pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit
Rancamaya Residence blok I5 No. 12. Alamat email
anggi.khairina@gmail.com. Adapun riwayat
pendidikan sarjana penulis, S1 jurusan kimia dari
Universitas Negri Surabaya lulus tahun 2015. Minat riset mengenai
biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan llmu Forensik dari
Universitas Airlangga. Minat riset mengenai pelanggaran hukum dan
analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis bekerja sebagai dosen di
Univesitas Pertahanan pada prodi Kimia pada Agustus 2020 sampai saat ini.
Minat Studi Biokimia, Hukum dan limu Forensik.



mailto:anggi.khairina@gmail.com

HUKUM
HUMANITER

Hukum Humaniter merupakan seperangkat aturan yang didasarkan
atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi
kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat
berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban
perang. Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal
sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi
hukum sengketa bersenjata (laws of arms conflict), dan pada akhirnya
dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum
internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur
hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam
perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering
disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara
menerimanya sebagai kewajiban hukum. Berdasarkan hal tersebut maka,
buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola tatanan
pemerintahan terutama dalam hal hukum humaniter untuk menjalankan
roda perputaran pemerintahan terutama dalam hal hukum humaniter agar
dapat menciptakan kualitas dan kuantitas hukum humaniter yang baik dan
efisien.

Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai
bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah
keilmuan hukum humaniter manajemen, sehingga buku ini sangat cocok
untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan
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hukum humaniter.
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